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Tesisini membahas permohonan pengujian materiil yang digjukan oleh para Advokad/Pengacara kepada
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Atas Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun
1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Terhadap Pasal 28 Huruf | Ayat (2) Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Para Advokad/Pengacara menganggap hak
konstitusionalnya dirugikan oleh ketentuan Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960
tentang PUPN yang menyebutkan bahwa pengurusan piutang negara dilarang diserahkan kepada pengacara.
Berdasarkan Undang-Undang tersebut, PUPN melakukan pengurusan penyelesaian piutang negara terhadap
penanggung hutang (debitor) yang tidak kooperatif atau nakal, agar dapat dilakukan secara cepat, efektif dan
efisien. Karenaitu PUPN diberikan kewenangan untuk menerbitkan surat paksa, penyitaan bahkan dapat
melakukan paksa badan (gijzeling) kepada penanggung hutang (debitor) jikatidak melunasi kewajibannya
sebagai mana dituangkan dalam Pernyataan Bersama yang mempunyai kekuatan pel aksanaan seperti putusan
hakim dalam perkara perdata dan pel aksanaannya dijalankan dengan surat paksa yang mempunyai kekuatan
hukum sama seperti putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Pengacara tidak dapat mengurus,
menagih Piutang Negara seperti yang dilakukan oleh PUPN karena pengurusan Piutang Negara oleh PUPN
dilakukan berdasarkan kewenangan khusus yang diberikan oleh undang-undang. Pemohon berpendapat
negara atau pemerintah dianggap telah membuat suatu peraturan yang bersifat diskriminatif, merendahkan
dan meremehkan harkat atau martabat profesi pengacara yang berakibat pengurangan atau penghapusan
pengakuan hak asasi manusia. Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi menyatakan bahwa yang dapat menjadi pemohon atau yang memiliki legal standing adalah pihak
yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang,
yaitu perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara K esatuan Republik Indonesiayang diatur
dalam undang-undang, badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara. Hak konstitusional adalah
hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat menyebutkan bahwa Advokat, Penasihat Hukum, Pengacara Praktik dan Konsultan Hukum yang
telah diangkat pada saat undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagal Advokat sebagaimana diatur
dalam undang-undang ini. Berdasarkan hal tersebut, para Pemohon menganggap memenuhi kedudukan
hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan ini karena para Pemohon adalah Advokat. Terhadap
permohonan pengujian tersebut Pemerintah berpendapat apa yang dikemukakan oleh Pemohon merupakan
bentuk kekhawatiran yang berlebihan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2006
tentang Perubahan Atas PP Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah,
mulai tanggal 6 Oktober 2006 Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dilakukan sesual ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Perseroan.
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Terbatas dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta peraturan pelaksanaannya. Dalam hal ini, apakah
BUMN hendak melakukan kerja sama dengan pengacara atau bukan dalam menyel esaikan kredit macet
sepenuhnya merupakan wewenang dari BUMN. Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili padatingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat
final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai
politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, maka M ahkamah berwenang untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang dalam hal ini adalah permohonan para
Advokad/Pengacara.



